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             Saat ditemukan mata air berupa telaga kecil yang tertutup semak belukar berduri (Marantha), seorang panitia "kakarut" atau tergores tangannya sampai berdarah. Dalam rombongan panitia, turut pula seorang Eropa yang ikut membenahi atau "ngabaladah" tempat tersebut. Begitu melihat tangan salah seorang panitia tersebut berdarah, langsung bertanya : "Mengapa berdarah?" Orang yang tergores menjawab, tangannya kakarut. Orang Eropa atau Belanda tersebut menirukan kata kakarut dengan lidah yang tidak fasih sehingga sebutannya menjadi "gagarut”.
 Sejak saat itu, para pekerja dalam rombongan panitia menamai tanaman berduri dengan sebutan "Ki Garut" dan telaganya dinamai "Ci Garut". (Lokasi telaga ini sekarang ditempati oleh bangunan SLTP I, SLTP II, dan SLTP IV Garut). Dengan ditemukannya Ci Garut, daerah sekitar itu dikenal dengan nama Garut. Cetusan nama Garut tersebut direstui oleh Bupati Kabupaten Limbangan Adipati Adiwijaya untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Limbangan. 

       Pada tanggal 15 September 1813 dilakukan peletakkan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibukota, seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten residen, mesjid, dan alun-alun. Di depan pendopo, antara alun-alun dengan pendopo terdapat "Babancong" tempat Bupati beserta pejabat pemerintahan lainnya menyampaikan pidato di depan publik. Setelah tempat-tempat tadi selesai dibangun, Ibu Kota Kabupaten Limbangan pindah dari Suci ke Garut sekitar Tahun 1821.

       Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No: 60 tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut dan beribu kota Garut pada tanggal 1 Juli 1913. Pada waktu itu, Bupati yang sedang menjabat adalah R.A.A Wiratanudatar (1871-1915). Kota Garut pada saat itu meliputi tiga desa, yakni Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Desa Margawati. Kabupaten Garut meliputi Distrik-distrik Garut, Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bungbulang dan Pameungpeuk. 

       Pada tahun 1915, R.A.A Wiratanudatar digantikan oleh keponakannya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929). Pada masa pemerintahannya tepatnya tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom). Wewenang yang bersifat otonom berhak dijalankan Kabupaten Garut dalam beberapa hal, yakni berhubungan dengan masalah pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, kebersihan, dan poliklinik. Selama periode 1930-1942, Bupati yang menjabat di Kabupaten Garut adalah Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia diangkat menjadi Bupati Kabupaten Garut pada tahun 1929 menggantikan ayahnya Adipati Suria Karta Legawa (1915-1929). 

       Perkembangan fisik kota sampai tahun 1960-an, perkembangan fisik Kota Garut dibagi menjadi tiga periode, yakni pertama (1813-1920) berkembang secara linear. Pada masa itu di Kota Garut banyak didirikan bangunan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintahan, berinvestasi dalam usaha perkebunan, penggalian sumber mineral dan objek wisata. Pembangunan pemukiman penduduk, terutama disekitar alun-alun dan memanjang ke arah Timur sepanjang jalan Societeit Straat. 

       Periode kedua (1920-1940), Kota Garut berkembang secara konsentris. Perubahan itu terjadi karena pada periode pertama diberikan proyek pelayanan bagi penduduk. Wajah tatakota mulai berubah dengan berdirinya beberapa fasilitas kota, seperti stasiun kereta api, kantor pos, apotek, sekolah, hotel, pertokoan (milik orang Cina, Jepang, India dan Eropa) serta pasar. 

Periode ketiga (1940-1960-an), perkembangan Kota Garut cenderung mengikuti teori inti berganda. Perkembangan ini bisa dilihat pada zona-zona perdagangan, pendidikan, pemukiman dan pertumbuhan penduduk. 

       Keadaan Umum Kota Pada awal abad ke-20, Kota Garut mengacu pada pola masyarakat yang heterogen sebagai akibat arus urbanisasi. Keanekaragaman masyarakat dan pertumbuhan Kota Garut erat kaitannya dengan usaha-usaha perkebunan dan objek wisata di daerah Garut. 

       Orang Belanda yang berjasa dalam pembangunan perkebunan dan pertanian di daerah Garut adalah K.F Holle. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Kolonial Belanda mengabadikan nama Holle menjadi sebuah jalan di Kota Garut, yakni jalan Holle (Jl.Mandalagiri) dan membuat patung setengah dada Holle di Alun-alun Garut.

       Pembukaan perkebunan-perkebunan tersebut diikuti pula dengan pembangunan hotel-hotel pada Tahun 1917. Hotel-hotel tersebut merupakan tempat menginap dan hiburan bagi para pegawai perkebunan atau wisatawan yang datang dari luar negeri. Hotel-hotel di Kota Garut, yaitu Hotel Papandayan, Hotel Villa Dolce, Hotel Belvedere, dan Hotel Van Hengel.

       Di luar Kota Garut terdapat Hotel Ngamplang di Cilawu, Hotel Cisurupan di Cisurupan, Hotel Melayu di Tarogong, Hotel Bagendit di Banyuresmi, Hotel Kamojang di Samarang dan Hotel Cilauteureun di Pameungpeuk. Berita tentang Indahnya Kota Garut tersebar ke seluruh dunia, yang menjadikan Kota Garut sebagai tempat pariwisata. 

       Penetapan Hari Jadi Garut sebagaimana sudah disepakati sejak awal, semua kalangan masyarakat Garut telah menerima bahwa hari jadi Garut bukan jatuh pada tanggal 17 Mei 1913 yaitu saat penggantian nama Kabupaten Limbangan menjadi Kabupaten Garut, tetapi pada saat kawasan kota Garut mulai dibuka dan dibangun sarana prasarana sebagai persiapan ibukota Kabupaten Limbangan. Oleh karena itu, mulai tahun 1963 Hari Jadi Garut diperingati setiap tanggal 15 September berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta Sejarah yang mengacu tanggal 15 September 1813 tersebut pada tulisan yang tertera di jembatan Leuwidaun sebelum direnovasi. Namun keyakinan masyarakat terhadap dasar pengambilan hari jadi Garut pun berubah. Dalam PERDA Kab. DT II Garut No. 11 Tahun 1981 tentang Penetapan Hari Jadi Garut yang diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 30 Januari 1982, dinyatakan bahwa Hari Jadi Garut dipandang lebih tepat pada Tanggal 17 Maret 1813. 

1.1.1 Visi dan misi Kabupaten Garut
· Visi
Terwujudnya Garut Pangirutan Yang Tata Tengtrem Kerta Raharja 
Menuju Ridho Allah SWT (Penjelasan).
· Misi
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Amanah, Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, Demokrasi dan HAM;

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama;

4. Menggali dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Buatan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;

5. Memberdayakan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Potensi Lokal dan Mekanisme Pasar;

6. Mewujudkan Garut Sebagai Daerah Agribisnis, Agro Industri;

7. Mewujudkan Garut Sebagai Daerah Pariwisata Disertai Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Lokal. 
1.1.2 Motto Kabupaten Garut
· Garut Bangkit

Babarengan Ngaronjatkeun Kahirupan Tina Tatanen

· Garut Berprestasi

       Beres Pendidik-Na Rengse Sakolana, Pinter Siswana Menuju

· Garut Sentosa

Sehat Lingkunganna, Tangtu Oge Sehat Masyarakatna
1.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Pemerintahan Kabupaten Garut

· Visi
Pengarusutamaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Guna Mempercepat Pencapaian Visi Garut Tahun 2009.

· Misi
1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disertai peningktatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;

2. Meningkatakan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan berwibawa;

3. Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah di Kabupaten Garut;

4. Memberdayakan masyarakat & mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis pedesaan;

5. Menciptakan atau menambah kesempatan dan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

7. Mempertahankan dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
· Tujuan Pembangunan Pemerintah kabupaten Garut sampai dengan Tahun 2009:

1. Meningkatka kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan mengembangkan kehidupan serta kerukunan umat beragama;

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan;

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang berbasis pembangunan pedesaan;

5. Mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja;

6. Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;

7. Mewujudkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem;
1.1.4 Sasaran Pembangunan sampai dengan Tahun 2009
1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan terwujudnya kerukunan umat beragama;

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

3. Meningkatnya percepatan pembangunan yang berorientasi kewilayahan;

4. Meningkatnya perekonomian daerah;

5. Meningkatknya kesempatan kerja disertai peningkatan produktivitas tenaga kerja;

6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;

7. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan;
1.1.5 Strategi 
· Strategi Dasar :

Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah Menuju Garut  Bangkit dan Berprestasi.

· Strategi Operasional :

1. Akselerasi Pembangunan Manusia dan Penanganan Wilayah Tertinggal

2. Pemerataan pelayanan pendidikan formal dan non formal, serta pemerataan kualitas pelayanan kesehatan, keluarga berencana, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan pendidikan, pemuda, olahraga, kesehatan dan keluarga berencana yang bermutu;

3. Memantapkan pengalaman kehidupan umat beragama disertai peningkatan toleransi inter dan antar umat beragama yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial;

4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah;

5. Mengembangkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam rehabilitasi lahan kritis, pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengelolaan dan pemanfaatan DAS serta pengendalian pencemaran lingkungan;

6. Mengembangkan fungsi lindung dengan kaidah konservasi pada kawasan  yang sesuai dengan RT/RW di Jawa Barat;
1.1.6 Optimalisasi Kinerja Birokrasi Pemerintahan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah diseluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan Iptek;

2. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang dinamis, beretika serta berorientasi  pada upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3. Memantapkan kemampuan keuangan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah disertai dengan pengawasan untuk menekan tingkat kebocoran;
· Revitalisasi Perekonomian Daerah :

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif;

2. Meningkatkan akses permodalan penguatan kelembagaan, pengembangan teknologi, pembinaan dan peningkatan jaringan pemasaran bagi Koperasi, UMKM, BMT dan BUMD;

3. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan dan sumber daya kelautan berbasis agribisnis;

4. Meningkatkan peluang kemitraan usaha secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dunia usaha serta pengembangan pelatihan tenaga kerja guna menumbuhkan hubungan dan kesesuaian antara kualifikasi keahlian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;

5. Meningkatkan upaya-upaya untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja melalui tim
6. Implementasi hubungan industrial yang harmonis dan terintegrasi;
1.1.7 Logo Kabupaten Garut
Gambar 1.1

Logo Kabupaten Garut
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	Perda No. 9 Tahun 1981
Tentang
Lambang Daerah Kabupaten Garut

Sumber : www.pemdagarut.go.id
Pasal 1 :
Lambang Daerah adalah suatu lukisan yang mempunyai bentuk tertentu dan terlukiskan nilai-nilai potensi alam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut. 

Pasal 2:
(1) 

Bentuk dan ukuran Lambang Daerah ialah sebuah perisai bersudut 3, bergaris tepi kuning tua yang merupakan bingkai dengan ukuran lebar 3 dan tinggi 4. 

(2) 

Lukisan : 

  

a. 

Langit biru pada bagian atas perisai. 

  

b. 

Bintang bersudut 5 warna kuning emas bersinar 

  

c. 

Gunung, warna biru tua, berpuncak 5 yang menggambarkan Gn.Talagabodas, Gn. Cakrabuana, Gn. Cikuray, Gn. Papandayan, dan Gn. Guntur 

  

d. 

Sungai, dilukiskan dengan 3 garis putih, yang menggambarkan 3 sungai besar di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, yaitu Sungai Cimanuk, Cikandang, dan Cilaki. 

  

e. 

Gelombang laut, 2 buah garis berwarna biru laut menggambarkan batas Selatan Kabupaten Garut merupakan Samudera Indonesia yang bergelombang besar. 

  

f. 

Hamparan berwarna hijau tua pada perisai bagian bawah menggambarkan keadaan tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang subur. 

  

g. 

Sebuah Jeruk Garut, berwarna kuning jeruk yang merupakan hasil spesifik dari Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang disebut dimana-mana dengan sebutan Jeruk Garut. 

(3) 

Kelengkapan, berupa pita merah yang terletak di bawah menyangga perisai, kedua ujungnya terdapat lipatan dan tertulis huruf putih berbunyi
"TATA TENGTREM KERTARAHARJA"
1.2 Sejarah divisi Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 

Bagian Humas sebagai institusi publik dibidang informasi dituntut untuk mengemban peran dan fungsi-fungsi pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara optimal. Tuntutan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akselerasi terwujudnya Good Governance  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut yang  didasari prinsip-prinsip  akuntabilitas dan transparansi. 

Selaras dengan peran dan fungsi Public Relations, eksistensi Bagian Humas sangat strategis sebagai institusi yang memberikan pelayanan informasi terhadap publik, mengingat selain menjadi sumber informasi juga dituntut  kemampuan untuk menyerap, mengakomodasi dan memfasilitasi serta mensinergikan aspirasi dan kepentingan berbagai stake holder, baik dalam lingkungan internal pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat luas. Sehingga pada gilirannya orientasi kerja kehumasan mengarah pada bagaimana publik agar mengetahui, mengerti  dan memahami persoalan kebijakan, program maupun kegiatan pemerintah.

 Selanjutnya seiring pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang  Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang bagi daerah untuk dapat lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang lebih sinergi dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Di sisi lain, perubahan  tersebut  membawa konsekuensi  terhadap terjadinya perubahan kultur masyarakat terutama dalam menyikapi dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Kini publik semakin respons serta kritis dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya.

Perubahan tersebut selanjutnya melahirkan peraturan daerah No. 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut yang didalamnya terdapat bagian Humas dengan job description-nya yang lebih mengedepankan pada pelayanan sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati Garut No. 306 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bagian Humas. 

Kondisi demikian merupakan tantangan sekaligus peluang bagi humas untuk senantiasa mampu secara proporsional, professional dan kredibel  menjalankan peran dan kiprahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

       Sesuai dengan perda kabupaten Garut nomor 7 tahun 2004 tentang pembentukan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah dan sekretariat DPRD kab.Garut, yang berlaku saat ini, bahwa bagian humas merupakan unit kerja yang berada pada sekretariat daerah kabupaten Garut. Unit ini dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada asisten III.

       Adapun tugas pokok bagian humas sebagaimana diatur keputusan bupati Garut No.306 tahun 2004 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja bagian humas adalah menyusun program kerja, pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi serta sandi dan telekomunikasi. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan adalah penyusunan program kerja bidang tugas humas.

       Penyusunan pedoman dan petunjuk pelakasanaan tugas meliputi tata usaha, pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, sandi dan telekomunkasi; serta penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian humas.
Humas sebagai Bagian dari sekretariat daerah, dengan sub bagian terdiri dari :

· Subag. Pemberitaan

· Subag. Publikasi dan dokumentasi

· Subag. Sanditel
1.2.1 Visi dan Misi Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut

· Visi
Terwujudnya pengarusutamaan yang harmonisasi dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga.

· Misi
1) Melaksanakan pengumpulan, penyaring dan dokumentasi serta pemberitaan, publikasi juga sandi & telekomunikasi.

2) Melaksanakan perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi.
1.2.2 Motto Humas Pemerintahan daerah Kabupaten Garut

M2T

Manfaat

Martabat

Tak Menyakitkan

       Pelayanan prima dalam informasi kepada publik serta terciptanya kemampuan aparatur dalam kehumasan adalah :

BANGKIT

Babarengan ngaronjatkeun kahirupan tina tatanen
BERPRESTASI

Beres pendidikanna rengse sakolana pinter siswana
SENTOSA

Sehat lingkunganna sehat orang tuannna tangtu oge sehat masyarakatna
1.2.3 Tujuan, Maksud dan Peran Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut

· Tujuan

Untuk memberikan kepuasan terhadap semua pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat umum karyawan, pimpinan dan organisasi

· Maksud

Mencegah adanya kesalahpahaman, untuk memproleh penghargaan dari masyarakat dan mempengaruhi masyarakat serta meningkatkan moral pegawai atas penghargaan dari hasil utamanya.

· Peran

Sangat strategis untuk mengkomunikasi, mengkoordinasikan dan menginformasikan peraturan kebijakan program dan informasi kegiatan daerah kepada masyarakat.
       1.2.4 Fungsi Humas Pemerintahan Daerah Garut adalah :

1) Mengkomunikasikan kebijaksanaan pemerintah/Pemda kepada masyarakatnya melalui berbagai media saluran-saluran komunikasi sehingga memahami kebijaksanaan pemerintah.

2) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

3) Menjadi penghubung yang positif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.

4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif  dan dinamis untuk memelihara stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

5) Membangun dan memelihara citra pemerintah yang baik.

Membina hubungan yang timbal balik dengan masa di dalam dan di luar negeri.
1.2.5 Tugas pokok dan Fungsi Bagian Humas Adalah :

· Menyusun program kerja, pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentas serta Sandi dan Telekomunikasi.

· Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas meliputi Tata Usaha, Pemberitaan, Publikasi dan dokumentasi, Sandi dan Telekomunikasi;serta 

· Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan adalah Penyusunan program kerja bidang tugas Humas.
1.2.6 Tugas dan Praktek Humas Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut

        8 Tugas Humas :
1. Menginformasikan

2. Menjelaskan

3. Memberikan saran-saran

4. Membujuk/mempengaruhi

5. Mengundang/mengajak

6. Meyakinkan

7. Memberikan pendidikan

8. Mengemas Informasi
       6 Praktek Kegiatan Humas :

1. Citra baik

2. Ikatan Baik

3. Saling pengertian

4. Saling menghargai

5. Saling mempercayai

6. Toleransi



1.3  Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut

	1. Dinas :

	 
	· Dinas Bangunan Dan Pemukiman
· Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
· Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal
· Dinas Tenaga Kerja Sosial Dan Transmigrasi
· Dinas Pendapatan
· Dinas Perhubungan
· Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
· Dinas Kehutanan
· Dinas Kesehatan
· Dinas Koperasi Dan Pasar
· Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
· Dinas Pendidikan
· Dinas Perikanan Peternakan Dan Kelautan
· Dinas Sumber Daya Air Dan Pertambangan

	2. Badan :

	 
	· Badan Pengawasan Daerah
· Badan Keluarga Berencana. Kependudukan Dan Catatan Sipil
· Badan Kepegawaian Daerah
· Badan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
· Badan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
· Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
· Badan Pengelolaan Perpustakaan, Kearsipan, Informasi Dan Telematika
· Badan Pengelola RSU dr. Slamet
· Badan Pengelola Keuangan Daerah

	3. Kantor :

	 
	· Kantor Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dan Ketahanan Pangan
· Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


1.4 Struktur Divisi Humas Pemerintahan daerah Kabupaten Garut

Gambar 1.2
Struktur Divisi Humas

Sumber : Arsip Kepegawaian Bagian Humas 2008
1.5 Job Deskription

 
Sebagai perda kabupaten Garut nomor 7 tahun 2004 tentang pembentukan struktur organisasi tata kerja perangkat daerah dan sekretariat DPRD Kab.Garut, yang berlaku saat ini, bahwa bagian humas merupakan unit kerja yang berada pada sekretariat daerah kabupaten Garut. Unit ini dipimin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada asisten III.

Adapun tugas pokok bagian humas sebagaimana diatur keputusan bupati Garut No.306 tahun 2004 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja bagian humas adalah menyusun program kerja, pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemberitan, publikasi dan dokumentasi serta sandi dan telomunikasi. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan adalah penyusunan program kerja bidang tugas humas. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelakasanaan tugas meliputi tata usaha, pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, sandi dan telekomunkasi, serta penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian humas.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian humas di Bantu oleh:

1. Sub Bagian Pemberitaan

Sub Bagian Pemberitaan dipimpin oleh seorang kepala sub.bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data urusan tata usaha sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan surat menyurat dan kearsipan;
· Sub.bagian pemberitaan mempunyai fungsi: 
· Pengumpulan dan pengolahan data urusan tata usaha;

· Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas sub.bagian pemberitaan meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;

· Pelakasanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelakasanaan  tugas pokok dan fungsi sub.bagian pemberitaan.
· Uraian tugas kepala sub bagian pemberitaan:

a) Mengumpulkan dan mengolah data urusan tata usaha sebagai bahan  penyusunan rencana kegiatan;

b) Membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan sub.bagian pemberitaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

c) Memberi arahan kepada para bawahan di lingkungan sub.bagian pemberitaan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan sub.bagian pemberitaan agar sesuai dengan rencana kerja;

e) Mengevaluasi hasil kerja para bawahan  untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembimbingan serta upaya tindak lanjut yang bersangkutan;

f) Mengontrol pelaksanaan tugas sub.bagian pemberitaan kelapangan untuk memperoleh masukan;

g) Menyusun konsep surat dinas berdasarkan perintah kepala bagian humas;

h) Membuat laporan pelaksanaan sub.bagian pemberitaan sesuai dengan rencana kerja sebagai bahan masukan kepada kepala bagian humas;

i)   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Publikasi dan dokumentasi

Sub bagian publikasi dan dokumentasi dipimpin oleh seorang kepala sub.bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data urusan publikasi dan dokumentasi.
· Sub bagian publikasi dan dokumentasi mempunyai fungsi:

a) Mengumpulkan dan pegolahan data publikasi dan dokumentasi;

b) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas sub.bagian publikasi dan dokumentasi meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan kehumasan, fasilitasi media cetak dan elektronik;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub.bagian publikasi dan dokumentasi.
· Uraian tugas kepala sub.bagian publikasi dan dokumentasi :

a) Mengumpulkan dan mengolah data publikasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

b) Membagi tugas kepada para bawahan dilingkungan sub.bagian publikasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas masing-masing;

c) Memberi arahan kepada para bawahan dilingkungan sub.bagian publikasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan sub.bagian publikasi dan dokumentasi agar sesuai dengan rencana kerja;

e) Mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembimbingan serta upaya tindak lanjut yang bersangkutan;

f) Mengontrol pelaksanaan tugas sub.bagian publikasi dan dokumentasi kelapangan untuk memperoleh masukan;

g) Menyusun konsep surat dinas berdasarkan perintah kepala bagian humas;

h) Melaksanakan tugas-tugsa lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i) Membuat laporan pelaksanaan tugas sub.bagian publikasi dan dokumentasi sesuai dengan rencana kerja sebagai bahan masukan kepada kepala bagian humas;
3. Sub bagian Sandi dan telekomunikasi

Sub bagian sandi dan telekounikasi dipimpin oleh seorang kepala sub.bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data urusan sandi dan telekomunikasi meliputi penerimaan dan pengiriman, tata usaha, membina dan memelihara alat sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi dan telekomunikasi.
· Sub. bagian sandi dan telekomunikasi mempunyai fungsi:

a) Pengumpulan dan pengolahan data urusan sandi dan telekomunikasi;

b) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas sub.bagian sandi dan telekomunikasi meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk penerimaan dan pengiriman, tata usaha, membina dan memelihara alat sandi dan telekomunikasi serta pengamanan terhadap informasi sandi telekomunikasi;

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub.bagian sandi dan telekomunikasi.
· Uraian tugas kepala sub.bagian sandi dan telekomunkasi:

a) Mengumpulkan dan mengolah data urusan sandi dan telekomunikasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

b) Membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan sub.bagian sandi dan telekomunikasi sesuai dengan tugas masing-masing;

c) Memberi arahan kepada para bawahan dilingkungan  sub.bagian sandi dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub.bagian Sandi dan Telekomunikasi agar sesuai dengan rencana kerja;

e) Mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembimbingan serta upaya tindak lanjut yang bersangkutan;

f) Mengontrol pelaksanaan tugas Sub.bagian Sandi dan Telekomunikasi kelapangan untuk memperoleh masukan;

g) Menyusun konsep surat dinas berdasarkan perintah Kepala Bagian Humas;

h) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub.bagian Sandi dan Telekomunikasi sesuai dengan rencana kerja sebagai bahan masukan kepada Kepala Bagian Humas;

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
1.6 Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana Humas Pemerintahan Daerah kabupaten Garut
	No
	Nama Barang
	Jumlah

	1
	Ruangan ukuran 4x4 meter persegi
	3

	2
	Ruangan ukuran 5x4 meter persegi
	2

	3
	Ruangan ukuran 12x9 meter persegi
	1

	4
	Perangkat Komputer beserta mejanya
	8

	5
	Scanner
	2

	6
	Mesin Ketik
	3

	7
	Faximile
	1

	8
	Televisi Bewarna 
	2

	9
	Printer
	3

	10
	Sofa + meja
	1 set

	11
	Jam Dinding
	4

	12
	Radio Tape
	1

	13
	Meja kerja
	27

	14
	Papan Mading
	3

	15
	Tempat Sampah
	4

	16
	Kursi Kerja
	27

	17
	File box (tempat File)
	20

	18
	Pesawat telepon
	2

	19
	Speaker computer
	6 pasang

	20
	Lemari File
	6

	21
	Sapu
	8

	22
	Lap Pel
	3

	23
	Pengki
	4


Sumber : Data Invetaris Humas 2008

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Pemerintahan Daerah  Kabupaten Garut

Jln. Pembangunan No. 119 Tarogong Kidul Garut 44151

Telp.(0262) 232225 Pest. 152/153 Fax. 231118

       1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja lapangan ini dilaksanakan selama satu bulan (24 hari kerja) terhitung dari tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan 8 Agustus 2008 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB
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